PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
PENYERTAAN SAHAM PEMERINTAH PROPINSI JAMBI
PADA PT. ASURANS BANGUN ASKRIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

Menimbang: a  bahwa untuk menunjang terwujudnya daya guna dan hadl guna pengdolaan
Pendapatan Daerah serta pemberian pdayanan kepada masyarakat di wilayah
Proving Jambi, dipandang perlu mengarahkan penggunaan sebagian Pendapatan
Daerah untuk membiayal Penyertaan Saham Pemerintah Daerah;

b.  bahwa untuk meksud tersebut diatas, dipandang perlu melakukan penyertaan
saham Pemerintah Dagrah kepada PT. Asurans Bangun Askrida yang dianggap
dapat memberikan kontribus kepada Dagrah dan masyarakat Jambi pada
umumnya,

c.  sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Penyertaan Saham Pemerintah Proving Jambi pada PT. Asurand
Bangun Askrida.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang
Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Tingkat | Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebaga Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesa Tahun 1958 Nomor 112);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 1ndonesa Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesa Nomor 4473) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetgpan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahen aas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesa Nomor 4548);

4.  Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa
Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4024);
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